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KETETAPAN KONGRES IV

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

TAHUN 2015

NOMOR : 08/KONGRES/2015

TENTANG

PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

KONGRES IV

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

TAHUN 2015

MENIMBANG

: a. bahwa Kongres IV PKP INDONESIA merupakan forum pemegang

kekuasaan tertinggi Partai, yang salah satu kewenangannya adalah

melakukan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Partai;

b. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

partai diperlukan dalam rangka penyesuaian dengan UU, dan

menjawab kendala dan tantangan dalam kehidupan berpartai, sehingga

organisasi PKP INDONESIA lebih tertata secara sitematis dan

dinamis kearah yang lebih maju;

c. bahwa penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dipandang perlu disahkan dalam suatu

ketetapan.

MENGINGAT

: 1. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik;

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA;

3. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No.

01/KONGRES/2015 tentang Pengesahan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015;

4. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No.

02/KONGRES/2015 tentang Jadwal Acara Kongres IV PKP

INDONESIA Tahun 2015;

5. Keputusan Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015 No.

03/KONGRES/2015 tentang Tata Tertib Kongres IV PKP

INDONESIA tahun 2015.

MEMPERHATIKAN : 1. Sidang Komisi A Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015, tanggal

19 April 2015;

2. Sidang Paripurna IV Kongres IV PKP INDONESIA Tahun 2015

tanggal 20 April 2015.



MENETAPKAN



:



MEMUTUSKAN

1. Ketetapan Kongres tentang Penyem-purnaan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

(PKP INDONESIA);

2. Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) hasil penyempurnaan

adalah sebagai-mana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari ketetapan ini, yang dapat disempurnakan
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redaksionalnya oleh Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) periode 2015-2020

dengan tidak merubah substansi;

3. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E D A N

pada tanggal : 20 April 2015



PIMPINAN KONGRES IV

PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

TAHUN 2015

NO

1.



NAMA

Jimmy E. Jambak,

SE



JABATAN

Ketua



2.



Roy Maramis, SH



Sekretaris



3.



Huala Siregar, SH



Anggota



4.



Drs. Ali Syahbana

Ritonga, SH, MH



Anggota



5.



Drs. Heru Pragolo,

SH, MM



Anggota
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TANDA TANGAN



Lampiran I Keputusan Kongres IV

PKP INDONESIA Tahun 2015

Nomor : 08/KONGRES/2015



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan partai terdiri dari :

(1) Anggota Biasa yaitu warga negara Indonesia yang secara sukarela menjadi Anggota PKP

INDONESIA dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

(2) Anggota Luar Biasa yaitu warga negara Indonesia dalam kapasitas sebagai tokoh dibidangnya

yang telah terbukti membantu secara ikhlas membesarkan PKP INDONESIA dan diangkat oleh

Dewan Pimpinan Nasional.

(3) Anggota Kehormatan yaitu warga negara Indonesia yang dinilai memiliki ketokohan nasional

yang mampu mendorong perkembangan PKP INDONESIA dan diangkat oleh Dewan Pimpinan

Nasional.

Pasal 2

(1) Syarat menjadi anggota biasa adalah :

a.

Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah;

b.

Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;

c.

Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada Dewan Pimpinan Partai setempat.

(2) Mekanisme pendaftaran dan pengangkatan anggota biasa, serta pengangkatan anggota luar

biasa dan kehormatan diatur dalam Peraturan Partai.



BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota biasa berkewajiban :

(1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKP INDONESIA;

(2) Menaati dan melaksanakan ketetapan dan keputusan partai;

(3) Melaksanakan perjuangan dan program partai;

(4) Mencegah setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan partai;

(5) Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Partai;

(6) Membayar iuran anggota.

Pasal 4

Hak Anggota

(1)



(2)



Setiap anggota mempunyai hak:

a.

Diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi oleh Partai;

b.

Berbicara bagi anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan;

c.

Memilih dan dipilih bagi anggota biasa;

d.

Membela diri apabila dikenai sanksi partai;

e.

Mendapat perlindungan, pembelaan, pendidikan dan bimbingan oleh partai;

f.

Memberikan masukan kepada partai bagi anggota kehormatan dan anggota luar biasa.

Mekanisme pelaksanaan hak-hak anggota diatur dalam Peraturan Partai.
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(1)

(2)



(3)

(4)

(5)



(1)



(2)



(3)

(4)



(5)



(6)



(1)



(2)

(3)



BAB III

DISIPLIN PARTAI DAN SANKSI ORGANISASI

Pasal 5

Disiplin Partai adalah ketaatan terhadap segala ketentuan partai oleh anggota.

Anggota yang tidak disiplin dapat dikenai sanksi organisasi berupa :

a.

Teguran lisan;

b.

Teguran tertulis;

c.

Peringatan keras;

d.

Pemberhentian sementara / pemecatan dari jabatan pengurus;

e.

Pemecatan sebagai anggota partai.

Pengambilan keputusan sanksi organisasi oleh Dewan Pimpinan di setiap tingkatan harus

dilakukan melalui Rapat Pleno disertai berita acara dan absensi kehadiran.

Kepada anggota yang dikenakan sanksi, diberi hak untuk membela diri.

Mekanisme pelaksanaan sanksi diatur dalam Peraturan Partai.

BAB IV

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PARTAI

Pasal 6

Keanggotaan partai berakhir, karena :

a.

Meninggal dunia;

b.

Mengundurkan diri secara tertulis;

c.

Kehilangan kewarganegaraan;

d.

Menjadi anggota partai politik lain;

e.

Dipecat karena pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau disiplin

partai, atau karena menjadi tersangka tindak pidana khusus.

Pemecatan dari keanggotaan partai sebagaimana ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh

Dewan Pimpinan Nasional atas usul Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melalui Dewan

Pimpinan Provinsi, usul Dewan Pimpinan Provinsi atau atas pertimbangan dan keputusan

Dewan Provinsi Nasional.

Anggota yang diusulkan dicabut keanggotaannya dapat mengajukan pembelaan diri ke

Mahkamah Partai.

Bagi anggota yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan atau mendapat

tugas lain dari partai, dapat dipecat setelah diberikan kesempatan pembelaan diri di Dewan

Pimpinan Nasional, dan setelah dipecat secara otomatis status keanggotaannya di Dewan

Perwakilan Rakyat dan atau penugasannya berakhir.

Dewan pimpinan yang berwenang segera mengusulkan pergantian antar waktu yang

bersangkutan dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat setelah keputusan Dewan Pimpinan

Nasional sebagaimana ayat (4) di atas, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme pencabutan keanggotaan dan pembelaan diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Partai.

BAB V

MAHKAMAH PARTAI

Pasal 7

Susunan Keanggotaan Mahkamah Partai

Susunan keanggotaan Mahkamah Partai sekurang-kurangnya terdiri dari :

a.

Ketua merangkap anggota;

b.

Sekretaris merangkap anggota;

c.

Tiga orang anggota.

Keanggotaan Mahkamah Partai berjumlah ganjil sekurang-kurangnya lima orang;

Keanggotaan Mahkamah Partai diangkat oleh Dewan Pimpinan Nasional melalui Rapat Pleno;
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(4)



(1)



(2)



(1)



(2)



(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)



(1)



Susunan Mahkamah Partai disampaikan kepada Menkumham.

Pasal 8

Keanggotaan Mahkamah Partai

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Mahkamah Partai:

a.

Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Partai;

b.

Pendiri Partai atau pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Partai atau Dewan Pakar

atau Dewan Pimpinan Nasional;

c.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam partai dan atau di masyarakat;

d.

Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan;

e.

Memiliki integritas dan loyal kepada PKP INDONESIA.

Sekurang-kurangnya salah satu anggota mempunyai kompetensi bidang hukum.

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Mahkamah Partai

Tugas dan wewenang Mahkamah Partai adalah :

a.

Menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai yang diajukan oleh anggota dan

atau pengurus partai yang merasa dirugikan;

b.

Penyelesaian perselisihan internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 hari.

Mahkamah Partai hanya dapat membahas dan menyidangkan permasalahan yang didaftarkan

setelah memenuhi ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar.

Pasal 10

Mekanisme Beracara di Mahkamah Partai

Menerima pengaduan secara tertulis disertai bukti-bukti.

Mempelajari dan meniliti berkas-berkas yang diajukan.

Pengadu diberi kesempatan melengkapi berkas yang dianggap perlu oleh Mahkamah Partai.

Melakukan persidangan :

a.

Meminta penjelasan lisan dari pihak yang mengajukan permasalahan;

b.

Memeriksa saksi dan bukti-bukti;

c.

Memberikan kesempatan kepada Dewan Pimpinan untuk menanggapi;

d.

Memberikan kesempatan kepada pihak pengadu untuk memberi jawaban atas tanggapan

Dewan Pimpinan;

e.

Penyampaian keputusan yang dihadiri para pihak yang terkait.

Keputusan Mahkamah Partai yang menyangkut masalah kepengurusan bersifat final dan

mengikat.

Hal-hal lain diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VI

LAMBANG

Pasal 11

Secara lengkap tanda gambar PKP INDONESIA dapat diuraikan ke dalam unsur -unsur yang

membawa perlambang khusus yaitu :

a.

Garuda dikenal sebagai Garuda Pancasila yaitu Dasar Negara yang terbukti mampu

mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

b.

Rangkaian padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, lahir

dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan keadilan.

c.

Konfigurasi dari satuan garis-garis melambangkan sifat ke-bhinnekaan Indonesia yang

secara harmonis menyatu membentuk suatu wujud yang utuh dan strategis

melambangkan persatuan.
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d.



(2)



(3)



(1)

(2)



Warna merah dan putih yang melambangkan kedekatan manusia dengan kondisi alam

dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Warna merah yang dominan melambangkan

gairah hidup dan merah darah adalah warna-warna pertama yang dikenal manusia, dan

secara biologis sebagai pertanda awal kehidupan manusia, melambangkan kemanusiaan.

e.

17 butir padi, 8 buah kapas, 4 bulu ekor, dan 5 bulu sayap garuda melambangkan

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45.

f.

Perisai sebagai alat pelindung dari ancaman dan bahaya, melambangkan pembelaan

untuk menegakkan demokrasi, keadilan, kesejahteraan serta perlindungan dan pertahanan

bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

g.

Garis-garis sayap dan ekor garuda perlambang ”bentangan dan kibasan” pedoman

perjuangan dan sikap-sikap dasar PKP INDONESIA.

h.

Garuda yang gagah perkasa, dalam posisi lepas landas untuk terbang ke depan

melambangkan perjuangan dengan penuh keyakinan untuk mencapai kecemerlangan

masa depan Indonesia di era baru.

Sebagai lambang organisasi publik, konfigurasi garis-garis di dalam tanda gambar PKP

INDONESIA menyiratkan falsafah :

a.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Garis-garis utama yang turun dari atas dan membentuk sayap garuda. Bahwasanya hidup

adalah semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena harus dijaga

dan dipelihara melalui ketaqwaan;

b.

Kepada Sesama.

Garis-garis mendatar yang membentuk ekor garuda. Bahwasanya dalam hubungan

bermasyarakat hubungan yang harmonis, saling mendukung, menguatkan, dan damai

dengan sesama senantiasa harus dijaga dan diperjuangkan dengan penuh tanggungjawab

serta saling menghargai;

c.

Kepada Lingkungan.

Garis-garis turun yang membentuk kaki garuda. Bahwasanya sebagai rasa syukur atas

anugerah kehidupan itu, setiap manusia bertanggungjawab menjaga, memelihara,

melestarikan dan mengusahakan tata kehidupan alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha

Esa;

d.

Semboyan.

Berdasarkan rasionalisasi dari tanda gambar Garuda Merah Putih, semboyan partai salah

satunya berbunyi ”Garuda Merah Putih Aku Pendukungmu!”.

Dimensi dan ukuran tanda gambar PKP INDONESIA diatur dalam Peraturan Partai.

BAB VII

ORGANISASI, SUSUNAN, WEWENANG, KEWAJIBAN,

KOORDINASI INTERNAL DAN SYARAT PIMPINAN PARTAI

Pasal 12

Dewan Pimpinan Nasional

Dewan Pimpinan Nasional adalah badan eksekutif tertinggi partai yang bersifat kolektif

kolegial.

Susunan Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas :

a.

Ketua umum;

b.

Wakil ketua umum;

c.

Beberapa ketua;

d.

Sekretaris jenderal;

e.

Beberapa wakil sekretaris jenderal;

f.

Bendahara umum;

g.

Beberapa wakil bendahara umum;

h.

Beberapa koordinator wilayah;
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(3)



(4)

(5)



(6)



(7)



(1)

(2)



(3)



i.

Beberapa departemen.

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Nasional terdiri atas:

a.

Ketua umum;

b.

Wakil ketua umum;

c.

Beberapa ketua;

d.

Sekretaris jenderal;

e.

Beberapa wakil sekretaris jenderal;

f.

Bendahara umum;

g.

Beberapa wakil bendahara umum;

h.

Beberapa koordinator wilayah.

Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari Pengurus Harian ditambah departemendepartemen.

Dewan Pimpinan Nasional berkewajiban:

a.

Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan dan keputusan Kongres,

keputusan musyawarah dan keputusan rapat-rapat di tingkat nasional serta Peraturan

Partai;

b.

Mempertanggung jawabkan seluruh kebijakannya kepada Kongres;

c.

Melakukan pembinaan organisastoris terhadap seluruh jajaran Partai.

Dewan Pimpinan Nasional berwenang:

a.

Menentukan kebijakan partai di tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga, keputusan dan ketetapan Kongres, keputusan musyawarah dan

keputusan rapat-rapat di tingkat nasional;

b.

Bertindak keluar untuk dan atas nama partai;

c.

Memberhentikan/memecat anggota partai atas usul Dewan Pimpinan Provinsi atau

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan atau atas pertimbangan Dewan

Pimpinan Nasional;

d.

Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus Dewan Pimpinan

Provinsi;

Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif,

eksekutif, yudikatif dan lembaga kenegaraan lainnya secara nasional sesuai dengan Undang undang dan Peraturan Partai.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Provinsi

Dewan Pimpinan Provinsi adalah badan pimpinan partai di tingkat provinsi yang bersifat

kolektif.

Susunan Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :

a.

Ketua;

b.

Wakil-wakil ketua;

c.

Sekretaris;

d.

Wakil-wakil sekretaris;

e.

Bendahara;

f.

Wakil-wakil bendahara;

g.

Beberapa biro.

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Provinsi terdiri atas :

a. Ketua;

b. Wakil-wakil ketua;

c. Sekretaris;

d. Wakil-wakil sekretaris;

e. Bendahara;
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(4)

(5)



(6)



(7)



(1)

(2)



(1)



(2)

(3)



f. Wakil-wakil bendahara.

Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Provinsi terdiri dari Pengurus Harian ditambah biro-biro.

Dewan Pimpinan Provinsi berwenang :

a.

Menentukan kebijakan partai di tingkat provinsi sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;

b.

Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah provinsi bersangkutan;

c.

Mengusulkan pemberhentian anggota partai atau menyampaikan usulan pemberhentian

anggota partai dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Nasional;

d.

Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan

eksekutif di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai;

e.

Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan

Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Provinsi berkewajiban :

a.

Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya;

b.

Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Provinsi.

Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Nasional serta

melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi di bawahnya.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah badan pimpinan partai di tingkat kabupaten/ kota

yang bersifat kolektif.

Susunan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri atas :

a.

Ketua;

b.

Wakil-wakil ketua;

c.

Sekretaris;

d.

Wakil-wakil sekretaris;

e.

Bendahara;

f.

Wakil-wakil bendahara;

g.

Beberapa bagian.

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a.

Ketua;

b.

Wakil-wakil ketua;

c.

Sekretaris;

d.

Wakil-wakil sekretaris;

e.

Bendahara;

f.

Wakil-wakil bendahara.

Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian ditambah

bagian-bagian.

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berwenang :

a.

Menentukan kebijakan partai di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar,

Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;

b.

Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah kabupaten/kota

bersangkutan;

c.

Mengusulkan pemberhentian anggota partai kepada Dewan Pimpinan Nasional melalui

Dewan Pimpinan Provinsi;

d.

Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan Kecamatan;

e.

Mengambil kebijakan yang menyangkut penugasan kader partai di lembaga legislatif dan

eksekutif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Partai;
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(1)

(2)



(3)

(4)



(5)



(6)



(1)

(2)



f.

Mengelola administrasi pendaftaran dan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota berkewajiban :

a. Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;

b. Mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada Konferensi Kabupaten/ Kota;

c. Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Provinsi

serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi di bawahnya.

Melakukan pembinaan terhadap para anggota dan menjaring calon anggota baru yang

berdomisili di wilayahnya.

Pasal 15

Dewan Pimpinan Kecamatan

Dewan Pimpinan Kecamatan adalah badan pimpinan partai di tingkat kecamatan yang bersifat

kolektif.

Susunan Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri atas :

a.

Ketua;

b.

Wakil-wakil ketua;

c.

Sekretaris;

d.

Wakil-wakil sekretaris;

e.

Bendahara;

f.

Beberapa seksi.

Rapat-rapat Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Pimpinan

Kecamatan.

Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang:

a.

Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan partai kepada Dewan Pimpinan Desa/Dewan

Pimpinan Kelurahan;

b.

Bertindak keluar untuk dan atas nama partai dalam wilayah kecamatan bersangkutan;

c.

Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Dewan Pimpinan

Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan.

Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban:

a.

Menaati dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan partai lainnya sesuai hirarki;

b.

Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kegiatannya kepada Konferensi

Kecamatan;

c.

Membantu Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap para

anggota dan menjaring calon anggota baru yang berdomisili di wilayahnya.

Melakukan koordinasi dan pelaporan aktivitas partai kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota

serta melaksanakan pembinaan organisatoris terhadap organisasi dibawahnya.



Pasal 16

Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan

Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan adalah badan pimpinan partai di tingkat

desa/ kelurahan (basis), yang bersifat kolektif.

Susunan Dewan Pimpinan Desa/Dewan Pimpinan Kelurahan terdiri atas :

a.

Ketua;

b.

Wakil – wakil ketua;

c.

Sekretaris;

d.

Wakil sekretaris;

e.

Bendahara;

f.

Wakil bendahara;
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